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RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

AKSELERASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 
MELALUI MODEL KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, 
DAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH 
BERBASIS SUPERAPP TATALOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang, diperlukan percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
			b.	bahwa pembiayaan rehabilitasi RUTILAHU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan model kolaborasi pembiayaan lintas sektor yang terintegrasi;
			c.	bahwa optimalisasi peran BAZNAS, dunia usaha (CSR), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis platform digital SuperApp Tataloka dapat menjamin efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi pelaksanaan;
			d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Melalui Model Kolaborasi Pemerintah Daerah, BAZNAS, CSR, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Berbasis SuperApp Tataloka.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
			2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
			3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
			4.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
			4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
			5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
 			6.	Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 71);





MEMUTUSKAN:
	
Menetapkan	:  	PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG AKSELERASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI MODEL KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH BERBASIS SUPERAPP TATALOKA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Stimulan adalah pendorong, penggiat, atau perangsang.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
8. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni disingkat RUTILAHU adalah perbaikan dan atau peningkatan kualitas RUTILAHU, bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah Sistem Alat yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.
10. SuperApp Tataloka adalah sistem informasi/aplikasi tata kelola berbasis spasial dan data terpadu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
11. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah wadah ekonomi warga di tingkat desa/kelurahan yang bertindak sebagai penyedia bahan bangunan, logistik, dan/atau fasilitator lokal.
12. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
13. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari dunia usaha di wilayah Kabupaten Sumedang.




BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2
Maksud penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penanganan RUTILAHU secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini mencakup:
1. Mempercepat penurunan jumlah RUTILAHU di Kabupaten Sumedang.
2. Mewujudkan pembiayaan gotong royong melalui penggalangan dana non-APBD.
3. Menggerakkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4. Menerapkan prinsip data-driven policy berbasis platform digital Tataloka.

BAB III
MODEL KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Pasal 4
Akselerasi rehabilitasi RUTILAHU dilaksanakan melalui pembagian peran secara kolaboratif:
1. Pemerintah Daerah:
a. Menyediakan pendataan, verifikasi spasial, serta legalitas penetapan penerima bantuan (By Name, By Address, By Location).
b. Alokasi APBD Stimulan (apabila tersedia).
c. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi berkala.
2. BAZNAS Kabupaten Sumedang:
a. Alokasi dana zakat, infak, dan sedekah untuk komponen bahan bangunan/upah kerja bagi mustahik sasaran.
3. CSR Perusahaan / Dunia Usaha:
a. Penyediaan dana hibah/kemitraan, material konstruksi, maupun bantuan teknis pelaksanaan.
4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:
a. Penyedia material dan bahan bangunan (supply chain) lokal sesuai standar teknis dengan harga efisien.
b. Penyalur logistik ke lokasi pekerjaan dan fasilitasi kerja bakti/swadaya warga lokal.

BAB IV
INTEGRASI BERBASIS SUPERAPP TATALOKA

Pasal 5
1. Seluruh data calon penerima bantuan RUTILAHU diinput, diverifikasi, dan divalidasi ke dalam SuperApp Tataloka.
2. SuperApp Tataloka berfungsi sebagai:
a. Single Source of Truth: Basis data spasial status kelayakan rumah dan kondisi kemiskinan warga.
b. Platform Matching Funding: Menghubungkan unit RUTILAHU dengan donatur/sumber dana (APBD, BAZNAS, atau CSR).
c. Monitoring & Real-Time Tracking: Pemantauan progres fisik konstruksi secara transparan.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENYALURAN

Pasal 6
1. Usulan RUTILAHU diajukan oleh Kepala Desa/Lurah melalui SuperApp Tataloka dan diverifikasi oleh Dinas Perkim/Tim Teknis.
2. Bupati atau Tim Koordinasi menetapkan daftar penerima beserta alokasi sumber dana (APBD/BAZNAS/CSR).
3. Pihak penyedia/pengelola dana melakukan pemesanan material konstruksi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setempat.
4. Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan dengan pola swakelola atau gotong royong masyarakat.
5. Foto progres 0%, 50%, dan 100% wajib diunggah ke SuperApp Tataloka sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
1. Pengawasan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
2. Pengawasan keuangan dan transparansi penyaluran dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah bersama Tim Pengawas Internal BAZNAS dan CSR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal  ………………………….

BUPATI SUMEDANG, 



DONY AHMAD MUNIR 
Diundangkan di Sumedang 
Pada tanggal ……………………….

  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG


         TUTI RUSWATI
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